
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAI.IG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negiri Jakarta Pusat Nomor 26lPdt.
Pembatalan Perdamaianl2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
tanggal 12 Juli 2022, Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Istaka Karya dinyatakan pailit dan menyebabkan
harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka
Karya berada dalam keadaan insolvensi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OOT
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
harta pailit yang berada dalam keadaan insolvensi
merupakan salah satu alasan terjadinya pembubaran
perseroan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pcrnbubaran Perusahaan Perseroan (persero) pT
Istaka Karya;

Mengingat

b

c

1

2

Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1g Tahun 2003 tentang
Badan IJsaha Milik Negara (Lembaran Negara
Repub[k Indonesia Tahun 2003 Norrior 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g7l
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68a 1);

3.Undang-Undang...

Negara
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3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO4 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aaa3l;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68a 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6800);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN
PERUSAHAAN PERSERCAN (PERSERO) PT ISTAKA
KARYA.

perusahaan 
".:ff.x'"i 

(persero) pr Istaka Karya yang
didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia dalam Modal Saham PT Indonesian Consortium
of Constntction Industies (PT ICCI) bubar karena
dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
26lPdt.Pembatalan Perdamaianl 2O22lPN.Niaga.Jkt.Pst.
tanggal 12 Juli 2022, sehingga harta pailit Perusahaan
Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi.

4

5

Menetapkan

Pasal2...
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Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai
dengan ketentuan:

a. peraturan perundang-undangan di bidang Badan
Usaha Milik Negara;

b. peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

c. peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan
Terbatas; dan

d. peraturanperundang-undangan lainnya.

Pasal 3

Penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Istaka Karya termasuk likuidasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 5
(lima) tahun terhitung sejak Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Istaka Karya dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya
lndonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2'J NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan

Hukum,

ttd

trd.
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